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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN BATUKLIANG

Nomor Standar Operasional

Peviaadiie 065/ ol /BTK/2024

Tanggal Pembuatan

langgal Revisi

langgal Epektif

Disahkan oleh

Nama Standar Operasional

Prosadiir Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

DASAR HUKUM

-

bl b o

1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat 11 dalam Wilavah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bah,
Nusa Tenggara Bamat dan Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kescjahteraan Sosial,

Peraturan Pemernintah Nomor 39 Tahun 2012 entang Pencrima Bantuan Jaminan Kesehatan,

Peraturan Pemenntah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan Jaminan Keschatan,

Peraturan Menten Keschatan Republik Indonesia Nomor 146 HUK 2013 tentang Kriteria Fakic Miskin dan Orang Tidak Mampu,

Peraturan Bupat Lombok Tengah Nomor 41 tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

es 02

AETERKAITAN

[ KUALIFIKASTPETAKSANA
1. Menguasai administrasi dan prosedur legalisasi SKTM.
Menguasai Undang-Undang tentang Kesejahteraan SOsial dan Tata Nasakah,

Mampu memgoperasikan computer dan mencari altematif pemecahan masalah.

2
i

PERALATAN/ PERLENGRAPAN

{ 1. SOP Surat Keluar,

-~

1 Komputer’ Laptop.

e SOP Tata Nasiah Dinas. 2 Prnter.
i ALK
4. Stempel.
| s Buku Register
|
L
Pt RINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila vdak dilaksarakan sesua dengan SOP, maka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak dapat diperoses’ register secara tertib

L Pencatatan di Buku Register Pelayanan Umum Kecamatan Batukhang.




Lepalinadd Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTA)

Pelalwnnn T Muty Daky
" Ragistu Peninhion I.IF::;\L::‘ Pengadministrasion SKIN | Kosl Keara M;L.I:::::h Ciannl Penyerahian Kelenghnpan Wakiu Output K.
Surat Pengantar ean
Pennation memverahban oo vopy KK dan Fotowopy KK Kelenghapan
| K kepada petigas lobet kecamatan dan Fotoeopy K1TP | Menlt Nerkas
mengambil oo anivian St Pernyatnan darl pemohon Parmuhonan
hemateral . _ =t
Meneima, membaca dan menerskan helenghkapan
2| mengatabkan peiinobonan ke Kelenghapan Berkas Permohionian 2 Meniy Horkas
Pengadiminisiiasian Sk 1M Perimobionan
Menerimg dan memverilikast kelonghapan kelenghapan
| berhan peraydatatan = Kelengkapan Derkas Permohonan 4 Mot Nerkan
R Fermahanan
Mengembalikan berkas kepada pemohon jika - . - helenghapan
] belum lenghap dan menyerabhan hepada Kasi Kelengkapan Derkas Perimahonan 2 Menit Nerkas
| Kesra jika sudah lenghap B . Termohonan
Menerinia, membaca, memeriksa dan Kelengkapan
i memberl paral SKTM Kelenghapan Berkas Permohonan 1 Menit lerkas
S —— S —— i ——— Permohonan
Menerima, membaca, memerihsa dan Kelenghapan
6 memberi parat SK 1M - Kelenghapan Berkas Permohonan ¥ Menit Nerkas
R | B o | Permohonan [
Menerima, membaca, memeriksa dan B &:'r yang
7 menandatangani SK TM. Kelenghkapan Nerkas Permohonan 1 Menit :11. =
itandatangani
—— . 4 N I S Camat
Menerima, memberikan nomor register, SKIM yang
] stempel, menggandakan dan mengarsipkan S— Kelenghapan Derkas Permohonan 10 Menit sudah dilegalisir
seta membuat tanda terima = — dan tanda terima
9 Pengambilan SK'TM oleh pemohon - landa Terima Pengambilan 2 Menit SKIM
e ss——— FEESHE [ETE S _

Mantang, 04 Februari 2024
CamapPatukliang

Lalu Suflirman, §.5i.. MM
NIP. 196912311990031049
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Nomor Standar
Operasional Prosedur 065/ {BTE2024
[oMDE< T NGAN Tanggal Pembuatan 04 Februari 2024
¥ Tanggal Revisi

i Tanggal Epektif

(A)

h -

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Disahkan oleh
KECAMATAN BATUKLIANG
Nama Standar Operasional
Prosedur
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat IT dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

el

1. Menguasai administrasi dan prosedur Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
2., Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu mencari alternatif pemecahan masalah.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1.  SOP Surat Keluar.
2.  SOP Tata Naskah DlInas.

1.  Komputer/ Laptop.

2.  Printer, ATK.

3.  Stempel.

4.  Buku Peraturan Perundangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN
1. Berkas permohonan bisa langsung diproses apabila telah memenuhi semua ketentuan persyaratan Pencatatan di Buku Register Pemerintahan
2. SOP dapat terlaksana apabila semua pejabat terkait ada ditempat dan dapat melalsanakan pekerjaan
3. Keterbatasan dan kerusakan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan SOP
4. Permohonan dapat dibuat rangkap 2 (dua) dengan menyertakan surat pernyataan ahli waris di atas materai Rp 10.000,-
5. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dapat diprosesiterlegalisir secara tertib.




Nama Jabatan : Kepala Scksi Kesejahteraan Rakyat

No.

Tugas

Fungsi

Sub-Fungsi (Kegintan)

Output

Aspek

Judul SOP

Lepalisasi Surat Keterangan Tidak
Mampu (SK'TM)

| Masyarakat

Pelayanan Kepada

Pelayanan Administrasi
Kescjahteraon Rakyat

Surat Keterangan Tidak
| Mampu

Legalisasi

Legalisasi Surat Keterangan Tidal
Mampu (SK'TM)

¢'S.5i.,MM
11990031049



Fepahisasd Surat Keterangan Ahl Waris

. ) N T s o ———— e —— ; R
| Mo sginian . Fetigs Fengadiministras) K.ash ekreturiy ’ o
Fomation Lasket Umum Pemerintshan Caimat Camat Porsymatan Kalenigeagan Wuhu U“'?“ =5
Vo Surst pengaitar dan dusun
2. Bural Keteynngan Al Warls dari
J | hik btk | k i
‘einalion INEnyenankan kA permialidian “ R iy K1 1¢l dan KK s
! pettigns ket Kecanstan dan mengambil  nomor A, Vot copy Akta Yeelshiran Ansk 4§ menit lf‘"“"ﬁ‘-‘l”“l Iservas
sutring 5, Volo copy Surst Nikah Permehonan
6, Sural Keterangan Kematian
7. Bumt Pemyatazn AW Warls
_— . , -, . LR S y IS (S— . AT . . S
Menerima, membacs dan mencruskan/ mengaraliksan o ' S
y . fafateadt ; lengkapan berkas
2. | permohosnan ke pengadiministrasi Hmm Kelengkapan berkas permobonan 5 menit Ke
| Pemerintahan — e 1 permohanan
Menerims dan memverilikasi kelengkapan  berkas S ) e S ) Kelengkapan  berkas
..}'__ Jersyaratan pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris oionghapan borkas pormahonmn e _permohoanan
Mengembalikan kelengkapan berkas ke pemaohion jika )
helum lenghkap dan meneruskan ke Kasi Pemerintahan Surat Keterangan Ahli Waris 5 menit Kcle’l%k ap-fn berkas
Jika kelengkapan berkas sudah benar permohoanan
Menerimas,membaca  dan  memeriksa  kelengkapan
permohonan dan memberi paraf  Sural Kelerangan - Surat Keterangan Ahli Waris 5 menit K‘i:':)%:‘m" berkas
Ahli Waris pen anarn
Menerima,membaca  dan  memrikas  kelengkapan
permohonan dan memberi paraf Surat Kelerangan - Surat Keterangan Ahli Waris 5 menit Kc;;r:)%:xm berkas
Ahli Waris -
: . : . " | Surat  Keterangan  Ahli
Mcncwmcmbﬁaﬂ?weflha dan menandstanganu —- Surat Keterangan Ahli Waris 5 menit | Waris yang telah
Surat Keterangan i Waris ditandatangani
Menerima,memberikan nomor  registrasi,memberi Surat Keterangan Ahli Waris Smenit | Surat Keterangan  Ahli
stempel,mengpandakan dan mengarsipkan serta Waris yang telah dilegal_isir
membuat tanda terima pengambilan dan tanda terima
pengambilan
Pengambilan Surat Keterangan Ahli Waris oleh . . ] Surat Keterangan  Ahli
Pemohon Tanda Terima Pengambilan 5 menit Waris




Nama Jabatan : Kcpala Scksi Pemerintahan

No.

Tugas

Fungsi

Sub-Fungsi (Kegiatan)

Output

Aspek

Judul S

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pelayanan Kepada
Masyarakat

Pclayanan Administrasi
Pemerintahan

Surat Keterangan Ahli

Waris

Legalisasi

Legalisasi Surat Ketera




L OMNOE TT NG AN

Nomor Standar
Operasional Prosedur

065/ /BTK/2024

Tanggal Pembuatan 04 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tangpal Epektif

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Disahkan oleh \
KECAMATAN BATUKLIANG 2 5.5, MM.
. 990031049
: Esanmy s et/
I];I::;J:ditrandar Operasional Legalisasi Sura\tﬁgi_é:xﬁm" " iﬂé’:}ﬁ Tanah dan Ban
DASAR HUKUM KUALIFIKASIT PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tzhun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Ll

1.  Menguasai administrasi dan prosedur Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan B.

2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu mencari alternatif pemecahan masalah.

TERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar.
2. SOP Tata Naskah Dlnas.

1.  Komputer/ Laptop.

2.  Printer, ATK.

3.  Stempel.

4. Buku Peraturan Perundangan

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pengesahan Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak dapat diproses atau terlegalisir
secara tertib.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Berkas permohonan bisa langsung diproses apabila telah memenuhi semua ketentuan persyaratan Pencatatan di Buku Register Pemerintahan.
2. SOP dapat terlaksana apabila semua pejabat terkait ada ditempat dan dapat melalsanakan pekerjaan

3. Keterbatasan dan kerusakan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan SOP

4. Permohonan dapat dibuat rangkap 2 (dua) dengan menyertakan surat pernyataan ahli waris diatas materai Rp 10.000,-

5.

Legalisasi Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No.

Kegiatan Pelaksana

Mutu Baku

Pemohon | Petugas | Pengadministras | Kasi | Sekretaris | Camat Persyaratan Kelengkapan | Waku |

Output




Loket i Umum Pemerintahan Camat

1. Foto copy KTP-el

2. Foto copy KK
Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas loket ;UL L Epsnin Seb{da.ng Tosh . Kelengkapan
K g bil : 4. Surat Keterangan dari Desa untuk | 5 menit Bureohonan

ecama mengambil nomor antrian pengurusan Sertifikat Tanah
5. Surat Keterangan Cek Fisik Tanah
dari Desa
Menerima,membaca  dan meneruskan/mengarahkan .. | Kelengkapan
permohoanan ke pengadministrasi umum Pemerintahan - Kelengkapan berkas permohonan 5 menit permohoanan
Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan il R B P Kelengkapan
pengurusan Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Bangunan. - elengkapan berkas permohonan MEML | permohoanan
Mengembalikan berkas kepada pemohon jika belum lengkap sagr .. | Kelengkapan
dan meneruskan kepada Kasi Pemerintahan jika kelengkapan Surat Keterangan Ahli Waris 5 menit permohoanan
berkas sudah benar.
Menerima,membaca dan  memeriksa  kelengkapan : ; : Kelengkapan
permohonan dan memberi paraf Surat Keterangan Hak Atas Surat Keterangan Ahli Waris 5 menit permohoanan
Tanah dan Bangunan.
Menerima,membaca dan memrikas kelengkapan permochonan : s ; Kelengkapan
dan memberi paraf Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris 5 menit pemo?,tﬁm
Bangunan
- ) : Surat Keterang
Menerima,membaca,memeriksa dan menandatangani Surat Surat Keterangan Ahli Waris Fomds | | gttt yang
Keterangan Hak Atas Tanah dan Bangunan. ditandatangani
; 5 : : : Smenit | Surat Keterang
Menerima,memberikan nomor registrasi,memberi ; B Waris yang telah
stempel,menggandakan dan mengarsipkan serta membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan fande
Pengambilan Surat Keterangan Hak Atas Tanmah dan ’ . . Surat  Keteran;
Bangunan oleh Pemohon Tanda Terima Pengambilan 5 menit Waris
A Februari 2024
2
3.8i,MM

41990031049




Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

/ No. / Tugas / Fungsi / Sub-Fungsi (Kegiatan) ﬁ Output r Aspek f Judul SOP
\ Legalisasi Surat Keterangan Hak Atas | Pelayanan Kepada | Pelayanan Administrasi W“MM ¢ ﬂoﬁwzwmu: waw Legalisssi Legalisasi Surat Keterangan H
* | Tanah dan Bangunan Masyarakat Pemerintahan Rangunan Tanah dan Bangunan




11. | Jumlah Pelaksana 7 orang

12. | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan dan .

13. Keselamatan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana Setiap Tahun




DASAR HURUM

e, T |

=

PEMERINTAH KABRUPATEN LOMBOK TENGAN

KECAMATAN BATUKLIANG

Nomor Standar Operasional
Prosedur

065/ /BTK2024

Tanggal Pembuatan 04 Februani 2024
I.qw:.mmb_ Revisi
Tanggal Epektif
Disabkan oleh Camat Bat,
Lalu Sudirman,

NIP. 196912311

Nama Standar Operasional
Prosedur

Rekomendasi Peny
Pemberhentian Perangk

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6495)

Z ¢ 23 tahun 2014 tentang pemerintzh dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara republik Indonesia
nomor S587) sebagiaman telah dua kali diubah terakhir dengan undang ~undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang
perubahan daerah ( Lembaga Negara republik Indonesia nomor S8 tahun 2015 tamabahan lembaran Negara republik indonesia nomor 5679)

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang —undamg nomor 8 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012
21 sebagaimana telah dua kali diubah berakhir dengan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomaor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 83 Tahun 2015 temang Pengangkatan dab Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8)
sebagaimana telah divabah dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
fentang penganghatan dan pemberbentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223)

I.  Menguasai  administrasi

dan prosedur Pe¢

Pemberhentian Perangkal Desa
2. Mampu memgoperasikan computer
3. Mmapu mencari alternatif pemecahan masalah.

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombom Tengah
7. _Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepala Camat .
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar, 1. Komputer/ Laptop.
2. SOP Tata Naskah Dinas 2. Printer.
3. ATK.
4. Stempel.
5. Buku Peraturan Perundangan

PERINGATAN
1.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka Surat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dapat diproses teredister secara tertib.

1. Pencatatan di Buku Register Pemerintahan.




Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pelaksana Baku Mutu
Na. Kegiatan
Petugas Pengadministrasian Kasi Sekretaris g
kb loket Umum Pemerintahan Camat Camat Persyaratan kelengkapan Waktu Ouipn
l. Surat Kepala Desa tentang permohonan
Perckomendasian Pengangkatan  atau
Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Berita acara Hasil Seleksi.
3. Berkas Persyaratan Hasil Calon ( FotoCopy KTP, FC.
Pemahon menyerahkan berkas permohonan ke petugas loket kecamatan ljazah Terakhir, FC. Akte Lahir, Surat ket, Sehat, ;
! | dan mengambil nomor sntrian Surat ket, Bebes Narkoba, SKCK 5 Menit [Berkas perm:
4.  Surat Penyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Surat pernyataan Memegang Teguh dan
Menggerakkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka
Tunggal Ika dan Surat Permohonan Menjadi
Perangkat Desa serta surat Permohonan Pengunduran
Dari Perangkat Desa)
Menerima, membaca dan meneruskan pemochon ke Pengadministrasian be h s Menit |Berkas

2 iisinn Penscriotshen Kelengkapan berkas permohonan erkas perme
Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas berkas persyaratan Surat Rek dasi P dan Pemberhenti L

3. pengurusan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat rl. m.MB: mﬁhﬂ” 5! Pengangkata b Menit |Berkas perm:
Desa serta membuat surat Rekomendasi
Mengembalikan Kelengkapan Berkas ke Pemohon Jika Persyaratan Surat Rekomendasi Pen, dan Pemberhentian §

4. | Belum Lengkap dan meneruskan ke Kasi Pemerintahan jika e Perangkat Dess gtagkatan 5 Menit |Berkas perms
kelengkapan berkas sudah benar
Menerima, membaca, memeriksa kelengkapan permohonan dan ~A Surat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian .

5. | memberi paraf surat Rekomendasi Pengankatan dan Pemberhentian . _’| Permghat Doss P Menit [Berkas perm
Perangkat Desa =
Menerima, membaca, memeriksa kelengkapan permohonan dan Surat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian s Menst |Peng2nEKaa

6. | memberi paraf surat Rekomendasi Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemberhenti
Perangkat Desa Perangkat Dv

Rekomendasi

Menrima, membaca, memeriksa dan menandatangani  Surat Surat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian b Menit _unmmﬁ_w—ﬂj

7. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perangkat Desa 1«3va&2§%
Peran

Rekomendasi

Pengambilan Surat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Tanda Terima Pengambilan k Meniz |Peneangkata

8. | Perangkat Desa ol wﬁw«mﬂwﬂw—.




Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

# No. ﬂ Tugas Fungsi — Sub-Fungsi (Kegiatan) Output Aspek Judul SOP
1 Rekomendasi ~ Pengangkatan  dan | Pelayanan Kepada | Pelayanan ~ Administrasi WM__”_MQ gkatan ancannaw“ Legalisasi Rekomendasi Pengangkatan
Pemberhentian Perangkat Desa Masyarakat Pemerintahan Pemberhentian Perangkat Unmw\wy Pemberhentian Perangkat Desa




Nomor Standar Operasional 065/ /BTK/2024
Prosedur
Tanggal Pembuatan 04 Februari 2024
[omne=TrRaan] —
OMEo s TENAM Tanggal Revisi
y Tanggal Epektif
_..>_
h H‘ Disahkan oleh Camat Batu
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Lalu Sudirman,
KECAMATAN BATUKLIANG NIP. 196912311
Nama Standar Operasional ow
— Rekomendasi 1zin Kera
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara | 1.  Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendas
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kecamatan.

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2017 tentang Tata Perizinan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota,

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF)
Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

8 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian_Sebagian Kewenangan Bupati Kepala Camat

2. Mampu memgoperasikan computer
3. Mmapu mencari alternatif pemecahan masalah.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1.  SOP Surat Keluar.
2.  SOP Tata Naskah Dlnas.

Komputer/ Laptop.

Printer.

ATK.

Stempel.

Buku Peraturan Perundangan

S B

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka Surat Rekomendasi lzin Keramaian tidak dapat diproses dan teregister secara tertib.,

Pencatatan di Buku Register Ketentraman dan Ketertibai




Rekomendasi lzin Keramaian

|

Pelaksana
-~ Faginan Pengadministra Kasi
Pemohon mﬂﬂmwm _ sian Wnﬁmwa-w_sg mm_nu.-wnﬂwwm Camat Persyaratan kelengkapan
i Ketertiban
1. Foto copy KTP dan KK
L Pemohon menyerahkan cﬂ.wmm wn:dorozm.n ke petugas 2. Surat Rekomendasi dari Desa.
loket kecamatan dan mengambil nomor antrian ' 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Memelihara Ketertiban.
2 Menerima, membaca dan meneruskan pemohon ke
* | Pengadministrasian Umum Pemerintahan Kelengkapan berkas permohonan
Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas berkas
3. | persyaratan pengurusan Rekomendasi Izin Keramaian ' Kelengkapan berkas permohonan
serta membuat surat Rekomendasi
Mengembalikan berkas kepada Pemohon jika persyaratan
4, | belum lengkap dan meneruskan kepada Kasi Ketentraman Kelengkapan berkas permohonan
dan Ketertiban jika kelengkapan berkas sudah benar
Menerima, membaca, memeriksa  kelengkapan
5. | permohonan dan memberi paraf surat Rekomendasi Izin Kelengkapan berkas permohonan
Keramaian.
Menerima, membaca, memeriksa  kelengkapan
6. | permohonan dan memberi paraf Rekomendasi Izin Kelengkapan berkas permohonan

Keramaian.

Menrima, membaca, memeriksa dan menandatangani
Rekomendasi Izin Keramaian.

Kelengkapan berkas permohonan

Pengambilan Rekomendasi Izin Keramaian.

Tanda Terima Pengambilan




Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

No. Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output J Aspek Judul SOP
Pelayanan  Administrasi :
1. | Rekomendasi [zin Keramaian o Kepada Ketentraman dan Surat ; Rekomendasi Rekomendasi Izin Keramaian
Masyarakat Eetariba Keramaian




Nomor Standar Operasional
S emlar 065/ /BTK/2024
Tanggal Pembuatan 04 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Epektif
Disahkan oleh Camat Batu
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Lalu Sudirman,
KECAMATAN BATUKLIANG NIP. 196912311
Nama Standar Operasional | Rekomendasi Pencais
Prosedur (DD/ADD)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. %dauum-:umnzm Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomenda:
imur; Desa (DD/ADD})
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2, Mampu memgoperasikan computer
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas | 3. Mmapu mencari alternatif pemecahan masalah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangen Desa.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar. 1. Komputer/ Laptop.
2. SOP Tata Naskah DInas. 2. Printer.
3. ATK.
4. Stempel.
5. Buku Peraturan Perundangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN
Pencatatan di Buku Register Pemberdayaan Masyarakat

Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka Surat

Rekomendasi Pencairan Dana Desa tidak dapat diproses dan teregister secara tertib.




Rekomendast Pencairan Dana Desa (DD/ADD)

,
_ , Pelaksana Mutu Baku
| No. _ Kegiatan S Kasi Ket.
! _ - Pengadministra .
L _ Pemohon ?MMM& sian wﬂasuwﬁﬁwﬂwwb mﬁm_wdnﬁ_wﬂm Camat Persyaratan kelengkapan Waktu | Output
| umum Uu%m
1. APBDes it
I Pemohon menyerahkan berkas ﬂaﬂsowonu”n ke petugas A W—mwwmwn_wmb Torhpag Vi 5 . = "
_ | loket kecamatan dan mengambil nomor antrian 3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak menit mwoumh
Kepala Desa (bermaterai)
snen < Berkas
~ | Menerima, membaca dan meneruskan pemochon ke permoh
= | Pengsdministrasian Umum Pemerintahan [ Kelengkapan berkas permobonan menit | onan
Menerima dan memverifikasi kelengkapen berkas berkas | wn_.wﬁr
persysratan pengurusan Rekomendasi Pencairan Dana ” s bt 5 permo
Desa (DD PUQ serta membuat Surat w.nroﬁnuaun B s s menit | onan
Pencairan Danz Desa (DD'ADD)
Meogembalikan  Berkss  kepada  Pemoben  Jika | 5 menit | Berkas
Persvarssan Belum Lengksp dan meneruskan kepada Kasi | Kelsai NN permoh
. Pemberdayaan Masyarakat Desa jika kel ﬂunvn..m.ﬁmﬂwum | gkap pe onan
sucialy benar :
\leperima membaca,  memeriksa WLnnMrUnmu | 5 menit | Berkas
5. | pecoohonan den memberi parf surat anaﬂmummmn Kelengkapan berkas permohonan permoh
Peoczizen Dena Desz (DD'ADD) __| onan
Menenma, membaca memerikss kelengkapan | _ 5 menit | Berkas
6 | permohonen dan memberi parf sw=t w:wbﬂqncmmm Kelengkapan berkas permohonan permoh
uuU:l...... De=z Desa (DD'ADD) __| onan
Vie——= membace memeriksa can menandatangani ﬁ. 5 menit | Berkas
T Sz Retomendasi Pencziren Dana Desa (DD'ADD) m Kelengkapan berkas permohonan permoh
i onan
T Pecc=—iilan Sw= Rekomendasi Pencziren Dana Desa | .* : ) 5 menit | Berkas
8. | (DD'ADD) oich pemobon Tanda Terima Pengambilan WMMM”




Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.

Masyarakat Desa

Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output Aspek Judul SOP
|. | Rekomendasi Pencairan Dana Desa | Pelayanan Kepada WQEW%»M Administragl Surat Rekomendasi Pencairan Pembuatan Rekomendasi  Pencairan  Dana
" | (DD/ADD) Masyarakat S Dana Desa (DD/ADD) (DD/ADD)




Nomor Standar Operasional 065/ BTK 2024

Tengeel Pembuatan 04 Febriasi 2024
e Tanggal Revisi
Tangzal Epektif
™
R = Diszhkan olch Camat Batw
.E\

e

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Lalz Sudirman,
KECAMATAN BATUKLIANG NIP. 196912311
m!nnﬂgovﬂg Pencrbiten St D
DASAR EURTM | KUALIFIKASI PELAKSANA
1 LUoceslodms Nomor £5 == 1558 wemmes pemhesmrios Deerzh-Daerzh Tingicz I éalem Wilayzh Deerah Deerzh Tingkes 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Teaggama | 1 ggnﬂnﬂﬁng
H
2 Undep Undms Nomor 1 Talxa 1974 temeng Perkawioas e g%%
3. UndmeUadmg Nomor 25 H!..Huﬂﬂ”ﬂﬁb@.ﬁhﬂﬂ.ﬁﬁwmﬁ.ﬁunﬂtﬁnﬂﬁﬁmﬁﬂwﬂwg 9 Tzhun 2015 temzng Perubahan Kedua Atzs | 3. Mampu mencari elternatif pemeczhan masalah
Undere-Undare Nomor 23 Tairm 2014 ey Pemeriwzhum Dasrsh
£  Pecmwres Pemeressk Nomer | M.l!!._‘ testang Kecamaan
5. Pesstome Memer Az Noooe 20 T Phrkbuﬁrmﬂnﬂﬂﬂg
& ;uld.vnﬂﬁvnuﬂ.n(ﬁ somor 52 Tabam 201 uﬁnmﬁgdg E?ﬂa.ﬁrgﬁoﬁ.
7. Poztxss Memeeri Pendoveosaen .NNJ... Nezzz & Reformaesi Biroioesi Nomor 35 Tehmm 2012 tentanz Pedoman Penyusunen Standar Operasional Prosedur (SOF)
Asiors Pemenmtorer
£ Pmeu Deess Ksbhopee Lo—iok Temzzh Nomor § Tebam 2016 tenteng Pembersuikan dan Susimzn Peraogica Deerzh.
5 Pewwe B Lociok Tenest Nomor £1 Tziem 2019 tz—ems Pendelesasian Sebecian Kewenangan Bupzsi Kepada Camar
HI.I..I. FEAITAN | PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOPSozKeha ! 1. Komputer/ Laptop.
2 SOP Tz Nesizh Diss 2  Printer.
3. ATK
4. Stempel
5.  Buku Peraturan Perundangan
PRINGAT PENCATATAN DAN PENDATAAN
%Lﬁn[ﬁnﬁuﬂﬂﬂmﬂ\r& arat Dispepsesi Nikzh tidzk dapat diproses dan teregister secarz tevtib. Pencatztan di Buku Register Kesejahterzan Rakyat




Pencrbitan Surat Dispensasi Nikah

1

m Pelaksanan Mutu Baku
| No. Legiat ' — -
e Kegistmn | Bl Pengadministra Kasi Sekretaris
| | Pemohon _ormﬂ sian Kescjahteraan | = Camat Persyaratan kelengkapan Waktu | Output
. { umum Rakyat
_ _ ! 1.  Surat Pengantar dari Desa. Hedkas
| ;. | Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas | 2. Pas Foto 4x6 cm 2 (duz) lembar 5
I 77 | loket kecamatan dan mengambil nomor antrian _ . 3. Surat Pengantar dari KUA. menit ﬂs.Eo
, _ 4. Foto copy KTT dan KK. s
T " - - . _ 5 menit | Berkas
» | Menerima, membaca meneruskan pemohon ke permoh
“ | Pengadministrasian Uroum Kesejahteraan Rakyat M . i e onan
, i Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas berkas 5 menit | Berkas
, 3. | persyaratan pengurusan Penerbitan Surat Dispensasi Kelengkapan berkas permohonan permoh
! Nikah serta membuat Surat Dispensasi Nikah onan
. | Mengembalikan  Berkas kepada Pemohon Jika 5 menit | Berkas
, Persyaratan Belum Lengkap dan meneruskan kepada Kasi permoh
| 4. | i :
| Kesejahteraan Rakyvat jika kelengkapan berkas sudah Eslongkapen bexkns pemnononen onan
| | benar.
w | Menerima,.  membaca.  memeriksa  kelengkapan 5 menit | Dispen
| 5. | permohonan dan memberi parf Surat Dispensasi Nikah. Kelengkapan berkas permohonan sasi
_ | Nikah
| “ Menerima, membaca, memeriksa  kelengkapan . 5 menit | Dispen
| 6. | permohonan dan memberi paraf Surat Dispensasi Nikah. Kelengkapan berkas permohonan sasi
| | = Nikah
_ _ i
| | Menrima, membaca, memeriksa dan menandatangani 5 menit | Dispen
| 7. | Surat Dispensasi Nikah. Kelengkapan berkas permohonan sasi
m { Nikah
! { Pengambilan Surat Dispensasi Nikah oleh pemohon. 5 menit | Dispen
| 8 | Tanda Terima Pengambil i
| 8 | anda Terima Pengambilan sasi

Nikah




Jabatan Kepels Saw Kosoa™icraan Rabvat

i

LR e ] r_jﬁn.

o - - —
Porcrhcas Sz D pomsas Ndah Pclayanan
\asvarakat

Sub-FTungsi (Kegiatan)

|

Output

Aspek Judul SOP

Kepada | Pelayanan Admimistrasi Surst Dispensasi Niksh

Kescjahteraan Rakyat

m Pembuatan Penerbitan Surat Dispensasi Nikar

Si MM
\ -
4)2301990031049
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN BATUKLIANG

Nomor Standar Operasional
Prosedur

065/ /BTK/2024

Tanggal Pembuatan 04 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Epektif
Disahkan oleh Camat Batu
Lalu Sudirman,
NIP. 196912311

Nama Standar Operasional
Prosedur

Penerbitan Surat [zin U

|
|
|
\
|
_
“
|

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

L
2.
3.
4
5
6
7
8
9

Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerimah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.

Perzturan Menteri Dalam Negerei Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan.

. Perzaturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
. Peraturan Bupati Lombok Tengzh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Lombok Tengah.

Peraturan Bupati Lombok Tengzh Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.  Menguasai administrasi dan prosedur Penerbitan S
2.  Mampu memgoperasikan computer
3.  Mampu mencari alternatif pemecahan masalah.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1.  SOP Surat Keluar. 1.  Komputer/ Laptop.
2.  SOP Tata Naskah Dinas, 2.  Printer.

3. ATK.

4.  Stempel.

5. Buku Peraturan Perundangan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka Surat Izin UMKM tidak dapat diproses dan teregister secara tertib.

Pencatatan di Buku Register Kesejahteraan Rakyat.




Penerbitan Surat Izin UMKM

Pelaksanan Mutu Baku
No. Kegiatan ini
I Pengadministra Kasi g
Pemohon H.W”H””ﬁ sian Kesejahteraan wmwm_w“%._m Camat Persyaratan kelengkapan Waktu Output
S - S e umum Rakyat
1. Surat Permohonan Penerbitan Surat
\ Pemohon menyerahhan berkas permohonan ke petugas 2 —mn_.“w EC—AnﬁBrWE._ Bedhisidist Deosa ettt Berkas
" | loket kecamatan dan mengambil nomor antrian . 5 . PaxBetedxt eyl (empat) tombar. permohonan
va— 4. Folo copy KTP-el dan KK.
Menerima, membaca dan  meneruskan  pemohon ke . Berkas
"
| Pengadministrasian Umum Kesejahteraan Rakyat . Kelengkapan berkas peemohonan Sty permohonan

Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas berkas Berkas
3. | persyaratan pengurusan pencrbitan Surat lzin UMKM Kelengkapan berkas permohonan 5 menit KRR SN
serta membuat Surat 1zin UMKM. P

Mengembalikan berkas kepada pemohon jika persyaratan

belum lengkap dan  meneruskan  kepada  Kasi g Surat Izin
4 | Kescjshteraan Rukyat jika kelengkapan berkas sudah Kelengkapan berkas permohonan Smenit | yvicm

benar

Menerima,  membaca,  memeriksa  kelengkapan Surat Izin
5. | permohonan dan memberi paraf Surat Izin UMKM Kelengkapan berkas permohonan 5 menit UMKM

Menerima,  membaca,  memeriksa  kelengkapan Surat Izin
6. | permohonan dan memberi parf Surat Izin UMKM Kelengkapan berkas permohonan 5 menit UMKM

Menrima, membaca, memeriksa dan menandatangani Surat Izin
7. | Surat lzin UMKM Kelengkapan berkas permohonan 5 menit UMKM

Pengambilan Surat 1zin UMKM oleh pemohon Surat Izin
. Tanda Terima Pengambilan 5 menit UMKM




Nama Jabatan : Kepala Seksi Kescjahteraan Rakyat
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| No. Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output Aspek Judul SOP
F 1. | Pencrbitan Surat Izin UMKM Pelayanan — Kepada | Pelayanan — Administrast | o o 17in UMKM Pembuatan | Penerbitan Surat Izin UMKM
Masvarakat Kesejahteraan Rakyat

e -




Nomor Standar Operasional 065/ /BTK/2024
Prosedur
Tanggal Pembuatan 04 Februari 2024
02_.:.1&:_ WA Tanggal Revisi
y Tanggal Epcktif
_.f V , Disahkan olech Camat Batu
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Lalu Sudirman,
KECAMATAN BATUKLIANG NIP. 196912311
Nama Standar Operasional Evaluasi Rancangan
Prosedur tentang APBDes
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur;

1.  Surat Pengantar
2. Keputusan Ketua BPD mengenai hasil kesepal

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Rancanagan Peraturan Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah.
3.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4,  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.
6,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kevangan Desa.
10. _Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
SOP Surat Keluar. 1 Komputer/ Laptop.
SOP Tata Naskah DInas. 2.  Printer.
3. ATK
4.  Stempel.
5.  Buku Peraturan Perundangan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak dapat diproses dan teregister secara tertib.

Pencatatan di Buku Register Pemberdayaan Masyarakat




Praluasi Rancangan Peraturan Dexa tentang AN Dey

PPeluksanan

Mutu Baku
No Kegiatan Kusl Ket.
Pengadministra . .
' L
Pemohion : ﬂ“ﬂmﬂ.a sinn : ﬂ”“a”w.h_.,ﬂ“_h: VM_..,___.““”HE Camat Persyaratan kelengkapan Waktu | Output
umum _W.GE
N 1 1.  Surat Pengantar
\ Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petupas 2. ”Mﬂ..:cmw._,_ b __w..nﬂ_mmn m_W_—“.. N 5 wn”w:ﬁ
" | loket kecamatan dan mengambil nomor antrian g P Menit | P¢
pembahasan Rancanagan honan
Peraturan Desa,
Menerima, membaca dan meneruskan  pemohon ke 5 mﬁwwmr
2. | Pengadministrasian Umum  Pemberdayaan Masyarakat Kelengkapan berkas permohonan | = . | Permo
Desa onan
Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas berkas 5 Berkas
3. | persyanutan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Kelengkapan berkas permohonan Menit permoh
APBDes onan
Mengembalikan  Berkas  kepada Pemohon  Jika Berkas
Persyaratan Belum Lengkap dan meneruskan kepada Kasi 5 permoh
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa jika kelengkapan berkas e Menit | onan
sudah benar
Menerima,  membaca, memeriksa  kelengkapan 5 Berkas
5. | permohonan dan memberi paraf Rancangan Peraturan Kelengkapan berkas permohonan Menit permoh
Desa tentang APBDes onan
Menerima, membaca, memeriksa  kelengkapan 5 Berkas
6. | permohonan dan memberi paraf Rancangan Peraturan Kelengkapan berkas permohonan Menit permoh
Desa tentang APBDes onan
Menrima, membaca, memeriksa dan menandatangani 5 Berkas
7. | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kelengkapan berkas permohonan Menit permoh
onan
Pengambilan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 5 Berkas
8. | oleh pemohon . Tanda Terima Pengambilan Menit permoh
onan




Nama Jabatan : Kepala Scksi Kescjahteraan Rakyat

No. Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output Aspek Judul SOP
1 Evaluasi Rancangan Peratuman Desa | Pelavanan Kepada | Pelayanan  Administrasi | Rancangan  Peraturan  Desa Pieab b Evaluasi  Rancangan  Peraturan
" | tentang APBDes Masvarakat Kesejahternan Rakyat tentang APBDes tentang APBDes




